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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh KUA 
Padang Timur (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A 
Padang Nomor: 1299/Pdt.G/2023/PA.Pdg), ditulis oleh Rizki Ramadhan, 
NIM 2113010019, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol 
Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pemalsuan 
dokumen perkawinan yang dilakukan oleh Termohon, dan oleh karenanya 
KUA Padang Timur mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan 
Agama Kelas 1A Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
alasan KUA Padang Timur mengajukan pembatalan perkawinan dan untuk 
mengetahui dampak dari putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang 
Nomor: 1299/Pdt.G/2023/PA.Pdg. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua atau pihak 
lain yang berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil 
penelitian ini adalah, pertama KUA Padang Timur mengajukan pembatalan 
perkawinan ke Pengadilan Agama karena Termohon I memalsukan Akta 
Cerai, yaitu dokumen wajib untuk mendaftar menikah dengan Termohon II. 
Pemalsuan ini membuat KUA merasa telah ditipu dan dibohongi, sehingga 
keabsahan perkawinan dipertanyakan dan perlu dibatalkan. Kedua, Putusan 
Pengadilan Agama Kelas 1A Padang menetapkan bahwa perkawinan 
Termohon I dan Termohon II dibatalkan, sehingga akta nikahnya tidak lagi 
memiliki kekuatan hukum dan dianggap batal demi hukum. Konsekuensinya, 
menurut hukum positif Indonesia, perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah, 
tidak berlaku, dan tidak dapat dilanjutkan dalam bentuk hubungan 
perkawinan apa pun. 

Kata Kunci : Pembatalan perkawinan. 
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